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ABSTRAK -  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 

Milik Daerah, kelembagaan perusahaan daerah yang ada 

disesuaikan menjadi perusahaan umum daerah atau 

perseroan daerah; 

 

- bahwa untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih 

sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-

nilai religiusitas, maka Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan beralih menjadi 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 

 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan; 

   

-   Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 

(6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam 

Lingkungan DjawaTimur, Djawa Tengah, Djawa Barat 

dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Perubahan Undangundang Nomor 16 dan 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan 

Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor551); Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 



Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4756); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4867); Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 305,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor6173). 

  

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang bentuk badan 

hukum, tempat kedudukan, lambang; maksud dan 

tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri 

perusahaan; anggaran dasar perusahaan; perubahan 

anggaran dasar; modal dan saham; organ PT. BPRS Bank 

Pekalongan (Perseroda); kepegawaian; perencanaan dan 

pelaporan; penggunaan laba; kerjasama; pembinaan; dan 

pembubaran. 

 

CATATAN  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

tanggal 18 Februari 2019 

  -  Perda ini ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 18 

Februari 2019 


